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Asisten Deputi Pemberdayaan Partisipasi 
Masyarakat
Deputi Bidang Pelayanan Publik
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Konsep Citizen Centric 
dalam Pelayanan Publik

Bagian 1
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Harapan Masyarakat dalam Pelayanan Publik

Lebih Cepat (Faster)

Lebih Baik (Better)

Lebih Baru (Newer)

Lebih Murah (Cheaper)

Lebih Sederhana (Simpler)



Pelayanan Publik dalam 
Perspektif New Public 
Service

Paradigma dan konsep new public service 

dilandaskan pada nilai dan teori demokrasi yang 

mengaganggap bahwa tugas pemerintah 

adalah untuk mensejahterahkan rakyat dan 

mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada 

rakyat pula, artinya bahwa para pemerintah 

harus merespons kebutuhan dan keinginan 

warga negaranya (citizens). 



Pergeseran Paradigma dalam 
Pelayanan Publik
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Kebijakan Partisipasi 
Publik dalam Pelayanan 
Publik

Bagian 2



UU NO. 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN 
PUBLIK (Pasal 39)

Kebijakan terkait:

1.PermenPANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Standar Pelayanan

2.PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan 
Masyarakat Pada Unit Penyelenggara Pelayanan 
Publik

3.PermenPANRB Nomor 16 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi 
Publik

4.PermenPANRB Nomor 62 Tahun 2018 tentang 
Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik 
Nasional

Mengamanatkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk 
mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan 
pelayanan publik.



Kewajiban melakukan SKM 
secara berkala minimal 1 
(satu) kali setahun

Menyampaikan laporan 
kepada Menpanrb

Dapat bekerjasama dengan 
lembaga lain yang  memiliki 
pengalaman dan kredibilitas

Kewajiban melakukan evaluasi 
terhadap hasil SKM

1

2
Sistem, 
Mekanisme, dan 
Prosedur

3

4

5

6

7

8

9

Survei Kepuasan Masyarakat
(Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017)

“Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran 
secara komperhensif tentang tingkat kepuasan masyarakat 

terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara 
pelayanan publik”

INDIKATOR
SURVEI KEPUASAN 
MASYARAKAT

Persyaratan

Waktu 
Penyelesaian

Biaya/Tarif*)

Produk 
Spesifikasi Jenis 
Pelayanan

Kompetensi 
Pelaksana**)

Perilaku 
Pelaksana **)

Penanganan 
Pengaduan, 
Saran dan 
Masukan

Sarana dan 
prasarana**)



Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017
(Pelaksanaan dan Teknik Survei)

Pelaksana Survei 

“Pelaksana survei adalah setiap 
unit penyelenggara pelayanan 
yang terdapat pada lembaga 
negara, korporasi, lembaga 
independen yang dibentuk 
berdasarkan undang-undang 
untuk kegiatan pelayanan publik, 
dan badan hukum lain yang 
dibentuk semata-mata untuk 
kegiatan pelayanan publik”

Tahapan Survei

Persiapan
1. Menentukan 

Pelaksana Survei;
2.Menentukan Populasi, 

Sampel, dan Kriteria 
Responden;

3.Menyusun Instrumen 
Survei.

Pelaksanaan 
Survei

Melaksanakan survei 
dengan teknik sebagai 

berikut:
1. Kuesioner dengan 

wawancara tatap 
muka;

2.Kuesioner yang diisi 
mandiri;

3.Wawancara tidak 
terstruktur melalui 

wawancara 
mendalam.

Mengolah 
dan 

Menganalisis 
Hasil Survei

Nilai dihitung dengan 
menggunakan "nilai rata-

rata tertimbang"
masing-masing unsur 

pelayanan yang memiliki 
penimbang sama.
Hasil perhitungan 

dianalisis secara bivariat 
maupun univariat.

Menyajikan 
dan 

Melaporkan 
Hasil Survei

Keseluruh kegiatan survei 
dituangkan kedalam 

laporan serta 
dipublikasikan.
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Ketentuan Pelaksanaan 
SKM Tahun 2024

Bagian 3



PELAPORAN DAN PUBLIKASI
MEKANISME PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL SURVEI



Berdasarkan SE Menteri PANRB No. 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan SKM di Lingkup 
Instansi Pemerintah

Ketentuan Penyampaian Laporan SKM Tahun 
2024

15 Desember 2024

Waktu

bit.ly/pelaporanskmfkp

Link

bit.ly/templatelaporanskm

Format Laporan



Terima Kasih
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